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KPPU PUTUS PERKARA PERSEKONGKOLAN TENDER
KONSTRUKSI JALAN DI NUSA TENGGARA BARAT

Jakarta (24/12) - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) bacakan
putusan atas perkara persekongkolan tender (Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1999) dalam pengadaan dua paket pekerjaan konstruksi jalan pada Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Propinsi Nusa Tenggara Barat. Dalam
putusan yang dibacakan kemarin sore (23/12), Majelis Komisi Perkara bernomor
35/KPPU-1/2020 tersebut, menjatuhkan sanksi denda kepada dua pelaku usaha,
yakni PT Metro Lestari Utama sebesar Rp 1.359.000.000,00 (satu miliar tiga ratus
lima puluh sembilan juta rupiah), dan PT PT Eka Praya Jaya sebesar Rp
1.149.000.000,00 (satu miliar seratus empat puluh sembilan juta rupiah).

Perkara ini merupakan perkara inisiatif KPPU dari pengawasannya atas
pelaksanaan tender dua paket pekerjaan konstruksi jalan (program percepatan),
yakni Paket 3 (Pelangan-Sp. Pengantap 3) dan Paket 4 (Pelangan-Sp. Pengantap
4), yang dilakukan oleh Satker Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Propinsi Nusa Tenggara Barat APBD pada tahun anggaran 2017-2018. Nilai harga
perkiraan sendiri untuk kedua paket mencapai Rp 115.380.000.000. Persekongkolan
melibatkan tiga Terlapor, yakni PT Metro Lestari Utama (Terlapor I) dan PT PT Eka
Praya Jaya (Terlapor Il), dan Kelompok Kerja Konstruksi Tim 51 (POKJA 51) ULP
Provinsi Nusa Tenggara Barat, Biro Administrasi Pembangunan dan Layanan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat
sebagai Terlapor Il

Dalam proses persidangan, Majelis Komisi membuktikan adanya berbagai
bentuk persekongkolan horizontal antara Terlapor | dan Terlapor I, khususnya dalam
penyusunan atau penyesuaian dokumen penawaran maupun dalam hal hubungan
antara kedua Terlapor. Di lain sisi, Terlapor Ill juga melakukan pembiaran atas
terjadinya persekongkolan antar kedua Terlapor yang menciptakan persaingan semu
dalam mengatur pemenang tender tersebut.

Atas pelanggaran tersebut, Majelis Komisi dalam Putusannya menyatakan
ketiga Terlapor terbukti sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 UU No. 5/1999,
dan menjatuhkan hukuman berupa denda kepada Terlapor | sejumlah Rp
1.359.000.000,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta rupiah) dan Terlapor
Il sejumlah Rp 1.149.000.000,00 (satu miliar seratus empat puluh sembilan juta
rupiah). Keduanya diwajibkan melakukan pembayaran denda selambat-lambatnya
30 (tiga puluh) hari sejak Putusan berkekuatan hukum tetap (inkracht) serta
melaporkan dan menyerahkan salinan bukti pembayaran denda ke KPPU.

Sementara atas Terlapor Ill, Majelis Komisi merekomendasikan KPPU untuk
memberikan saran pertimbangan kepada Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat



untuk memberikan sanksi hukuman disiplin sesuai peraturan berlaku kepada POKJA
51, dan memberikan pembinaan kepada Terlapor Ill terutama dalam proses
pengadaan barang dan jasa.

Selain itu, saran dan pertimbangan juga direkomendasikan untuk diberikan

kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
(LKPP) untuk membuat petunjuk teknis dan melakukan pelatihan dan bimbingan
teknis bagi Pokja pengadaan barang dan jasa untuk memahami dan menemukan
indikasi persaingan usaha tidak sehat, serta membuat kebijakan untuk mengatur
kelengkapan fasilitas dan perangkat yang mendukung penemuan indikasi persaingan
usaha tidak sehat dalam pengadaan barang dan jasa.
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Informasi bagi Jurnalis:

1.

2.

Narahubung untuk kepentingan pengutipan adalah Deswin Nur, Kepala Biro
Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama.

Ketua Majelis Komisi untuk Perkara Nomor 35/KPPU-/2020 adalah Dinni
Melanie, S.H., M.E., dengan Anggota Majelis Komisi yang terdiri dari Harry
Agustanto, S.H., M.H., dan Yudi Hidayat, M.E., M.Si.

Pasal 22 UU 5 Tahun 1999 berbunyi: “Pelaku usaha dilarang bersekongkol
dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain
untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga dapat
mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat’.

Siaran pers ini bukan merupakan bagian dari Putusan Perkara Nomor 35/KPPU-
1/2020 apabila terdapat perbedaan maka harus mengacu kembali kepada seluruh
Putusan Perkara Nomor 35/KPPU-1/2020.

Siaran pers ini dipublikasikan pada 24 Desember 2021 oleh Biro Hubungan
Masyarakat dan Kerja Sama Sekretariat Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Republik Indonesia. Pertanyaan terkait siaran pers ini dapat disampaikan melalui
surat elektronik di infokom@kppu.go.id atau forum jurnalis rutin yang
diselenggarakan oleh KPPU.

Seluruh dokumen Siaran Pers KPPU juga dapat diunduh dari website kami di
laman https://kppu.go.id/siaran-pers/. Pantau juga perkembangan kami melalui
media sosial KPPU di Twitter (@KPPU), Facebook (@KPPUINDONESIA), dan
Instagram (@kppu_ri). Terima kasih.
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